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ABSTRAK : a. Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1)
huruf h Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan
untuk menetapkan Pejabat Pengadaan. Dan bahwa guna lebih memperlancar
dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa lebih dan terlaksananya
kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah yang baik dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu
ditunjuk/ditetapkan Pejabat Pengadaan Barang/lasa Bagian Anggaran 076 di
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2025.

b. Dasar Hukum Keputusan ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Melalui Penyedia, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan
Barang/Jasa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor
15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa, Undang-undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2022 Pemilihan Umum,
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor
43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Penanganan Corona Virus
Disease 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 114/PMK.05/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas
Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Penanganan Corona
Virus Disease 2019, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39
Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025, Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan



CATATAN

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Keputusan ini Menunjuk atau Menetapkan tentang penunjukan pejabat
pengadaan barang/jasa bagian anggaran 076 di sekretariat komisi pemilihan
umum kabupaten seluma tahun anggaran 2025

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini mulai sejak tanggal
1 September 2025.



